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1	 Matriks ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari: “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
di Indonesia” (2021). Data mengenai klasifikasi hak dan jumlah pengaduan dibuat berdasarkan: Tim 
Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, “Laporan Tahunan Komnas HAM 2019” (2020) 
(selanjutnya: “Laporan Tahunan Komnas HAM 2019”), 40-45. Kolom persentase jumlah pengaduan 
diolah berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 (hal. 42) dan kolom pasal terkait berdasarkan 
Komnas HAM mengutip Laporan Tahunan Komnas HAM 2019 (hal. 44-45).
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No. Hak2 Jumlah 
Pengaduan3 Persentase4

Pasal Terkait pada 
Undang-Undang 

Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi 
Manusia (UU 39/1999) 
Berdasarkan Laporan 

Tahunan Komnas HAM 
20195

Sasaran Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

yang Dapat 
Terkait6

1 Hak atas 
Kesejahteraan 2425 50,8% Pasal 36-42 UU 

39/1999

Sasaran 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 5.a, 
5.c, 8.3, 8.5, 
8.6, 8.8, 8.b, 
10.2, 10.4, 
11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
11.5, 11.6, 

11.7, 11.a, dan 
11.b.

2

Hak 
Memperoleh 

Keadilan
1482 31,1% Pasal 17-19 UU 

39/1999

Sasaran 10.2, 
16.3, 16.10, 

dan 16.b.

3 Hak atas Rasa 
Aman 278 5,8% Pasal 28-35 UU 

39/1999

Sasaran 1.4, 
5.3, 16.3, 

16.10, dan 
16.b.

Total 4187 87,7%

2	 Ibid., Laporan Tahunan Komnas HAM 2019, 42.
3	 Ibid., 42.
4	 Ibid.
5	 Ibid., 44-45.
6	 Lihat: ibid, “Penelitian: Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, khususnya lihat: Bab 2. 






